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PERATURAN REKTOR UNlVERSlTAS PENDlDIKAN·lNDONESIA 

NOMOR 773 lJN40/lIK/2015 

SISTEM PENGELOLAAN 

M.enimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMATTUHAN MAHA 

REKTOR UNlVERSITAS PENDll)lKAN INDONESIA, 

a. bahwa dengan ditetapkannya Universitas Pcndidikan Indonesia 
Perguruan Tingg! badan hukum, diperlukan adanya 

sistem pengelolaan pega\vai Ur1iversitas; 
b. sistern pengelolaan pegawai sebagaimana dimaksud huruf a 

bertujuan tmtuk tnenjamir1 tertib. administrasi, memberikan kepastian 
bukum, akuntabilitas, da:n transparansi dalam pengelolaan pegawai 
Uili versitas; · . 

c. ba.hwa berdasarkan perdmbangar1 hun.if a dan rrtenctapkan 
Perciturar1 Rektor tentang Sistem r.:>et1gelolaan Pegav1ai Universitas 
Pendidikan Indonesia; 

L Undang-Undang Nornor 2003 tentang Sistern Pendidikc'ln 
Nasional (Lcmboran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 

Tambahan Lerribaran Nomor 4301 ); 
Undang~Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Rcpublik fridonesia Tahun 2005 Nomor 
Tambahan Lernbaran Republik Indonesia Nomor 4586); 
Undang-Undang Nomor 12 2012 ternang Pendidikan 
(l...,embarat1 Negara Republik ·Indonesia 20 l 2 Nomor 
''T'ambahan LGmbanrn Negara Republik Indonesia Nornor 5336); 
Undang~Undang Nornor 5 Ta.hun 2014 tentang Aparatur f'Jegan1 
(Lemb~mm Rcpublik Indonesia Tahun 20 l Nomor 6, 
'fambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nornor 5,1 

5. Peraturan Pcn1erintt1h tfomor l 9 Tahun 2005 tcntang Standar 
Nasiorial l'>endidikan (1 ... embaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 1'-fomor 1, Ta.mbahan Lembaran Negara R.cpublik Indonesia 
Nornor sebagaitnana telah dengan Peraturan Pcmerintah 
Nomor 1 Tahun 201 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pe1herintah ·Nornor l Talum 2005 ·. teritang Standar Nasional 
Pcndidikan (Lernbaran Republik lndonesia ·rahun 20 
Nornor Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndoi1es-h'i":Nomor 

6. Peraturan Pcmerintah Nomor 37 
(Lemlx1ran Negara Rcpublik Indonesia 
·rambaban Lcmbaran Negara Rcpubfiklndonesia Nomor 

Do sen 
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7. Perattiran Pemerintah Nomor _ 2010 tentang Disip!in 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

10 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik 
h1dor1esia Nomor 51 

8. Per-aruran Pet'nerintah 4 tentai1g Penyelenggarn:m 
Pendidikan Tinggi dan . f>engel6laan Perguruan Tinggi (Lembarnn 
Negara Republik Indonesia- 2014 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Notn<>r 5500); 
Peraturan Peinerintah 15 Tahun 2014 tentang Statuta 
Universitas Pendidikan !ndoi1esia (Lembaran Negara Repub! ik 
Indonesia Tahun 2014 4 t Tam bah an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5509); 
Peraturan Petnerintah 2015 tentang Bentuk dari 
Mekanisme Pendanaan -rergt.1ruar1 Tinggi Negeri Badan Hukum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 
Tarnbahan L.embaran Jndonesia Nomor 5699); 

I l. Peraturan Pemerintah 70 tahur1 2015 tentang Jaminan 
Kecelakaan dari Jnrnit1an Kematian Pegawai Aparatur 
Negara (Leni.baran Negara RJ Tahun 5 Nomor '12) 
Peraturan Menteri Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 
Tahun 2016 tehtang I'erubahan Atas Peraturan Menteri 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomot 26 Tahun 2015 Tentang 
Registrasi Pendidik Perguruan Tinggi; 

13. Peraturan Menteri Pcndidikan dart Kebudayaa:n Nomor 84 Tahun 
l tentang Pengar1gkatan Non f)egawai Negeri 

Pendidikan Tinggi Negeri perguruan 
Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

14. Peraturatl Menteri leknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 
tahtm 201 te11tang Standar Nasional Pehdidikan Tinggi (Berita 
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015-Nomor 1 
Peraturan Maj el is · Wali Amanat 03/PER/MW A UPI/20 l 5 
tcntang Peraturan Pelaksanaan 1>eraturan Pen1erintah Nomor l 5 Tarnm 

14 tentang Statuta Universitas Pendidikai1 Indonesia sebagaimana 
dengan Peratura:n tvhtjel is Aman at Nomor 

06/PER/MWA UPI/20 l ten tang PeruJahati Atas Peraturan Majeli~; 

Wall Amanat Nom<3r 03/PER/iVlW A tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Perl1erlnn1h Norrior 15 Tahun 20 i 4 tentang 

Universitas Pendidikan Indonesia; 
16. Per~1turtur M;*Jis Wali Arnanat Nomor 08/PERJMWA UPI/20 

tentang Rencana Strategis Ur1iversitas Pendidikan Indonesia Tahun 
2016 -

17. Pernturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 O/PER/MW A UPl/20 l 
tentri.ng Rencana dan- Anggilr~rn Tahunan Universitas 
Pend1dikan Indonesia Tah:un 20 

18. Kepulusan Majelis Amanat Nor:Jor 1 O/KEP/MWA UPI/2015 
tenfang Pcmberhentian Univers1tas Pendidikan Indonesia Ma~;a 

2010-2015 dan Pengtmgkatan Rektor Universitas Pendidikan 
Indonesia Masa Bakti 20 l 5~2020; 

19: Peraturan Nomof' 8171/UN40iHK/2015 tentang Pcdornan 
Impleinenn1si Rencana Angganin Tahunan 
Univcrsitas Pendidikan Indonesia Tahun f6; 

20. Peraturan Rektor Non1cir 6489/UN40/HK/20 5 tentang Strukiur 
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Organisasi Tata U nl ve1'sitas Pendidikan Indonesia; 

. fvlEMUTUSKAN·: 

Menetapkan PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENGELOLAAN 
lJNlVERSITAS PENDli1lKAN IN-DONESJA. 

BAB I 

KETENTUAN lJMllM 

Dalam Peraturart Rektor yang ditrniksud dengan: 
1. Universitas Universitas Per1didikan Indonesia. 

Rektor adalah Rektor Universitas Pet1didikan Indoriesia. 
3. Wakil Rektor adalah Bidang Keuangan, Sur;nbcr 
4. Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber 
5. Direktur Sekolah PascasarJana adalah Bidang Keuangan dan Sumber 
6. adalah satmm ot·ganisasi di bawah sebagaimana dirnaksud da!am SOTK 

8. 
9. 
10. 

11. 

Universitas. 
Pegawai Negeri selanj utnya disc but 
yang mcmenuhi ditentukan, diangbit 

dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 
peraturan perunda11wundangan yang berlaku, 

Republik Indonesia 
pejabat yang berwenang dan diserahi 

negara lainnya, dan berclasarkan 

Pegawai adalah pegawai Universitas yang bukar1 berasal dari 
Pegawai tidak adalah pegawai Universitas diangkat cienganmasa tertentu; 
Calon Pegawai Negeri · selanjutnya disebut CPNS;adalah yang baru diangkat dan masih 
dalam masa percobaan dengan ketentuan perundang--undangan yang berlaku. 
Dosen . pendidik profesional dan ilmuwai1 dengan . utama mentransf<:mnasikan, 
mengembangkan, dan rnenyebarluaskan ilmu -perigetahuan~ teknologL, dan seni mela!ui 
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masy~Irakat. 

12. Tenaga kependiclikan adalah anggota r11asyar[1kat meogabdikan diri dan di~ngkat untuk 
menunjang penyelenggaraan pendidikan. 
Dosen adalah dosen diangkat oleh Rektor da:n beke1ja penuh waktu yang bcrstatus 
sebagai tenaga pendidik Universitas. 

14. Bekerja penuh waktu adalah setara mengajar penuh yang memenuhi unsur tri dharrna; 
Dosen tctap adalah beke1ja . waktu berdasarkan pe1janjian 
berstatus sebagai tenaga pendidik Univet'sitas. 

16. Bekerja waktu adalah kewajiban melaksanakan 1)eng1:~jaran sesuai dengan pcnugasan; 
17. Tenaga kependidikan adalah kepenclidikan yang diangkat oleh chm bckc1ja 

pen'uh waktu di Universitas·. , 
18. Tenaga kependidikan tidak adalah kependidikan yang diangkat oleh Rcktor 

Universitas de11gan masa tertentu bcrdasarkan peijanjian 
19. Dosen ta.mu adalah dosert perguruan profesional tertentu yang diundang 

oleh Universitas untuk melaksanakan pembelajaran satu atau beberapa kelm; dalam jangka 
waktu tertentu. 

20. Profesor emeritus adalah besar purna baik yang dalarn maupun luar 
Universitas, yang mcmenu.hi persyarntan drm diangkat kentbali sebagai dosen tidak letap 
Universltas. 

21. Kualifikasi akademik adalah jcnjang pcndidikan akaclcniik yang hams dimiliki tdeh 
pegawai sesuai jenjang, dan satuan pendidikan di ternpat penugasan. 

22. Kompetensi sepen:u1gkat pengetahuan, keternmpilan, dah perilaku yang harus 
dihayati, dan dikuasai oleh pegawai dalam melaks~makan keprofosiom:ilan. 
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23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

19. 

. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersarna ;>erjanjian anta·ra pcgawai 
Universitas yang memuat sy~-irat-syarat hak dan kewajiban para dcngan 
kesetaraan dan kesejawatt1n berdasarkan ketentuan penlturan penmdang-undangan. 
Gaji adalah hak finansial pegawai atas pekcrjaant1ya yang diterima sccarn berkala sesuai 
ketentuan perundang-undangan berlaku. 
Tunjangan adalah hak finansia! pegawai atas jabatannya 
dengan ketentuan yang berlaku. 

diter'i!'na secara berkala 

Penghasilan lain adalah imbal~m finansial yang diterima pegawai sebagai penghargaan atas 
yang bersangkutan sesuai dengan :<.etentuan yang berlaku. · 
Remunernsi adalah pemberian imbalan kepada pega\vai Universitas atas kontribusi yang 
bersangkutan terhadap· Un·iversitas Pendidikan Indonesia. 
Pangkat adalah kedudukan oenunjukkan tingkat seseor~mg pega\vai berdasarkan jabarnnnya 
dalrun rangka.ian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian; 
Kenaikan Pangkat penghargaan yang diherikan atas prestasi pengubdian 
terhadap Universita.S. 
Jabatan adalah kedudukan menunjL1kkan 
seseorn::-1g pegawai dalam rangka menjalankan 
organisasi. · 

tanggung jawab, wcweruing, dan 
pokok dan fungsi untuk mencapai 

hak 

l .. Badan Pertimbangari Jabatan dan Kepangkatan; selanjutnya disebut Baperjakat, adalah badan non 

32. 

34. 

35. 
36. 

37. 

struktural yang dibentuk o!eh dengan tujuan men:jamin kualitas dan obyektivitas 
dalam pengangkatan, pemindahan-! dan pemberhentian pegmvai Universitas. 
Orientasi adalah kegiatan pembckalan awal yang dilaksanakan Universitas terhadap ca!on 
pegawai menanarnka.n nilai-nilai profesi6naJisme, etos dan hal-hal lain yang 
terkait dengan pelaksar-rnan 
Masa percobaan adalah periode waktu 
diangkat sebagai pegawai Universitas.· 

harus diternpuh oleh calon pegawai sebelum 

Pemutusan hubungan atau ~rnberhentian pengakhiran hubungan karena 
suatu hat tertentu yang mengak1batkan berakhirnya hak dan ke\vajiban · antara pegawai dan 
Universitas sesuaj dengan ketentuai1 peraturan perundang-undangan. 
Cuti adalah keadaan pe.gaw::1i tidak masuk diizjnkan dalam jangka waktu tertentu. 
Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mena:ati kewajiban dan rnenghindmi larang1m yang 
ditenwkan dalam peraturan perundang~undangari danfatau peraturan kedinasan yang tidak 
ditaati at.au dilanggar dijatuhi hoh:man clisiplin. 
Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS sistem penyelenggaraan program 
pendidikan yang menyataka.n besarnya dalam satuan waktu terkecil 

n 
PRINSlP. PENGELOLAAN UN IVE RSlTAS 
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Pengelolm!;H pega:wai Universitas didasarkan 
transparan! dan akui1tabe1. 

prinsip-prinsip obyekti f, berkcn..dilan. 

BABlII 

lJNlVERSITAS 

3 

Pega\vai Universitas atas 
a. 
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Pasal 4 

Status dosen sebagaimana <limaksud Pasal 3 a atas: 
a. dosen tetap yang berasal dari PNS yang dipekerjak::in; 
b. dosen tetap Universitas; 
c. dosen tidak 

Pasal 5 

Status tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri 
a. tenaga kependidikan yang berasai PNS yang dipekerjakan; 
b. kependidikan Univcrsitas; dan · 
c. tenaga kependidikan tidak 

Tenaga kependiclikan sebagaimana. dimaksud dalam huruf b antara lain pustakawan, 
administrasi, lab6ran, teknisj, pranata teknik inforrnasi, pranata laborat<:)rium pendiclikan, dan tcnaga 
kependidikan lainnya. 

BAB IV 

KEWAJlBAN, TUGAS, DAN HAKPEGAWAl UNIVERSITAS 

Paragrafl 

Ke·wajiban Pegawai Univcrsitas 

Pnsal '/ 
Kewajiban pegawai adalah: 
a. setia d;:in taat kepada Pancft'>ila, Undang-Undang Dasar Negara dan Pernerintah, clan 

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa da!am Negara Kesatuan Republik Indonesia: 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan furigsinya; · 

c. . mematuhi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode nilai-nilai agama, dan 
d. men_Jaga narha dan kehonmitan Unlversitas. 

Pantgraf 

·rugas Dosen 

Pasal 8 

Tu gas Inelaksanakan tri dharrna perguruan dengan beban paling 
sedikit sepadan dengan semester sesuai dcngan kuali fikasi 
akademiknya. 
Tugas mclaksanahtn dharma perguruan sebagaimana dirnaksud (l) diatur 
scbagai berikut: 
a. melakukan pendidikan dan pcnelitian paling secHkit se.padan dengan 9· (scmbilan) sks 

dilaksanakan di Unjversitas; 
melakukan pengctbdian kepada masyarakat penunjang paling sedikit 

dengan 
c. melaksanakan kcgiat<:1n pengabdian kcpada masyarakat dilaksanakan rnelalui 

kegiatan pengabdian kepada rnasyarakat disclcnggarab111 Universitas, lcmbaga 
kerjasama Universitas dengan lembaga dengan ketentuan perundang-unclangan; 

d. melaksanakan kegiatan penunjang tri dha.rma perguruan diperhitungkan 



sksnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
e. dosen dengan jabatan akademik guru besar profesor memiliki ke\vajiban khusus rnenuiis 

buku dan menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat; 
f. tugas melaksanakan kew~jiban kbusus besar atau profesor paling sedikit 

dengan 
Tugas dosen adalah melaksanakan kcg1Man akadernik sebagairnann diatur dalarn 
perjanjian 
Kei;vajiban gum besar atau profesor sebagaimaria dimaksud hunif 
dilaksanakan paling tahun. 

Paragrftf 3 

Tugas Tenaga Kcpendidiknn 

Pasal 9 

Tugas tenaga kependidrkan adalah: 
melaksanakan pokok dan fungsinya dengan jumlah efektif 
minggu; 
rnenjalankan tambahan yang diberikan pirnpinan 

c. melaksanakan pengembangan kompetcnsi diri secara berkelanjutan. 
Tugas tenaga kependidikan tidak adafah rnelaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam 
perjanjian 

Paragraf 4 

Pegaw<ii Univcrsitas 

Pasal lO 

(1) Hak .pegawai yang berasal dari PNS dipeke1jakan diberikan sesuai dcngan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pegawai Universitas atas: 
a. dan atau f)engbasilan lain yang sah se.suai dengan ketentuan perundang-undangan da.n 

peraturan iain yang berlaku di Univcrsitas; 
b. pengembangan dan pembinaan 

penghargaan prestasi dengan ketentuan perundang-undangan dan pcraturnn 
lain yang berlaku; 

d. jaminan perlindungan, kesehatan dan keselaii1atan sertajaminan kesejahteraan 
kesempatan untuk meningkntkan kornpetensL sumber bclajar, inforrnasi: 
kebebasan untuk berserikat dalam organisasi proFesi; 

g. cuti sesuaidengan ketentuan yang bcrlaku; 
h. jarninan pensiun dan jaminan hari 
Selain hak sebagaimana dimaksud ayat dosen dan dosen tidak Universitas 
berhak atas: 

kebebasai1 akademik rnimbar akadernik, dan otonomi keilmuan; 
b. kebebasan dalatn memberikan pcni laian mencntukan ke!ulusan peserta 
c. perlindungan atas kekayaan intelektual. 
Pegawai tidak berhak atas: 

dan atau pengbasilan lain yang dengan ketentuan perundang-undangan dan 
peraturan yang berlaku di Univcrsitas: 

b. jaminan perlinch .. mgan, kesehatan dan keselarnatan jaminan kesejahteraan lainny~:i 
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Pasal U 

(1) Ketentuan mengenai ·gaji dan a.tau penghasilan lain dimaksud pada Pasal JO ayat 
huruf a diatur lebih lanjut dalmn Peraturan Rektor tersendiri. 

(2) Ketentuart mengenal dan hari tua dimaksud Pasal l 0 
ayat (2) huruf h diatur lebih dalam Peraturan Rektor tersendiri. 

BAB 

PERENCANAAN PENGADAAN PEGA WAI UNIVERSITAS 

Pasal 12 

(1) Kebutuhan Universitas disusun dalam bentuk Daftar Kebutuhan Universitas 
untuk periode 5 (lima) tahun 
a. keadaan pegawai Uni vershas 
b. proyeksi 1 "''""""''"~'"' yang akan memasuki masa puma bakti da!am periode 5 

tahun yang akan r1"'1'".'.H'""'' 

c. rencana 
d. 
e. 

(2) Penyusunan Daftar Kebutuhan var't·d>Hl'.> 

melibatkan anggota 

Susunan '"'"''·'·"F'Fl'"''L~"'"'' 
atas: 
a. W akil Rektor setiag:a1 

b. Kepala Biro Ke·peg:awa1 
c. Waldl Dekan sebagai anggota; 
d. · Wakil Direktur Sekolah '"()"'"'""'"'"' 
e. Direktur Kamplis UPI di Daerah .. ,... .. ,_,._,..,, ..... 
f. Sekretaris LPPM sebagai anggota; 

Universitas. 
'"'""""t"<t<•r•H> dilaksanakan oleh Biro 

Pasal 13 

terdiri 

g. Direktur Direktorat, Biro, dan µU•Ai ... """" unit lain yang 

(1) 

(2) 

a. 
b. 
c. 
d. 

pertimbangan tertentu 

Pasal 14 

di lakukan setiap tahun bcrdasarkm1 
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Paragraf 2 

Rcncana Pcngadaan Pegawai Universitas 

Pasai 15 

(1) Rencana pengaclaan pegawai Universitas mencakup kegiatan: 
a. analisis kebutuhan pegawai; 
b. pe1i1bentukan panitia; 
c. penetapan jadwal pengadaan pegawai; 
Susunan panitia sebagairnana dimaksud (I) terdiri atas; 
a. \Vakil Rektor sebagai Ketua rnerangkap anggota; 
b. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris merangkap anggc5ta; 

Anggota; 
Penilai;, dan 

e. . Personalia Sekretariat. 
Anggota sebagaimana dimaksud humf c adalah kepala bagian, kepala sub bagian 

Biro Kepegawaian diusulkan Kepala Biro Kepega\vaian dan pejabat tertentu dari 
unit lain diusulkan oleh Rektor. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud huruf d terdiri atas tim penyusun tim 
pemeriksa hasil dan tim wmvancara yang personalianya diusulkan oleh Wakil Rektor. 
Personalia sekretariat sebagaimana adalah pega·wai di Biro Kepegawaian dan 
atau unit lain yang diusulkan oleh Kepaia Biro Kepegawaian. 

(6) Sekretariat panitia berternpat di Biro Kepegawaian .. · 
Panitia ditetapkan me I al ui Keputusan Rektor. 

Pasal 16 

Panitia bertugas: 
a. menyiapkan dan mempublikasikan pengumun1an pcngadaan 
b. menyiapkan administrasi dan melaksanakan penerimaan penclaftaran ca!on pegawai; 
c. menyiapkan pedoman ketentuan teknis pelaksunaan seleksi pegawai; 
d. mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi peg~'wai; 
e. mendokurnentasikan keseluruhan proses admlnistrasi penerimaan pegawai; 
f. mengkoorclinasikan peJaksanaan pcmeriksaar1 dan wawancara i:enerirnaan 

pegawai; 
g. melaporkan hasH pelaksanaan penerimaan pegawai kepada Rektor; 
h. mengumumkan hasil seleksi pegawai Universitas. 

BAB VI 

PENGADAAN 

Parngraf 1 

Pengumuman Pengadann Pegawai Universitas 

Pengadaan pegawa~i Universitas diurnumkan sccani terbuka melalui »veb Univer-sitas dan atau media 
lainnya yang ditentukan oleh panitia setelah mendapat perset.uj uan Rektor. 
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Isi pengumuman sekurang-kurang1iya mencantumknn inforrnasi sebagai berikut : 
a. formasi yang dibutuhkan; 
b. persyaratan pendaftarnn; 
c. penyampaian berkas persyaratan; 
d. batas waktu dan cara pendaflaran. 

Paragraf 2 

Pcnclaftan1n Calon Pega,vai 

Pa.sai 19 

( l) Pendaftaran 
Ketentuan lebih 

pegawai dilaksanakan waktu dan tempat yang telah ditentukan Panitia. 
me11genai tata cara pendaftaran ca!on pegavvai diatur dalarn ketentuan 

tersendiri yang disusun panitia. 

Paragraf 3 

Persyaratan Calon Dosen UniversiU1s 

Pasal 20 

Persyaratan calon dosen yang bernsal dari PNS yang dipeker~jakan mengi kuti ketentu;:rn 
perundang-undangan yang berlaku. 

Persyaratan calon dosen 
persyaratan kb us us. 

clan tidak Universitas terdiri atas persyaratan uJTrnm dan 

Pasa122 

Persyaratan umum calon dosen 
21 terdiri atas: 

dan tidak Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

a. bertakw~i kepada Tuhan Maha 
b. setia kcpada Pancasifa, Undang-Undang Dasar 1 dan kcpada Negara Kesatuan Rl~fJUblik 

Indonesia; 
c. sehat jasmani rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat 
d. tidak sedang meqjala11i hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan 

mempunyai kekuatan hukum 

P~sal 23 

(1) Persyaratan khusus ca.Ion dan tidak Universitas sebagaimana din1aksud da!arn 
Pa5al 22 yang merniliki rnasa di Universitas tcrdiri 
a. memiliki ijazah sekurang-kurtmgya (rnagister/nrn.ster) dari program studi t.erakreditasi 

serendah-rendalmya B clengan Indeks Prestasi Kurnulati f serendaJHendahnya 
b. memiliki skor TOEJ:L serendah-rcndahnya 550 atau skor IELTS sercndah-rendahnya 

memiliki Potensi Akadernik scrcndah-rendahnya 
d. memiliki publikasi sekurang-ktirangnya artike! yang dimuat di il.rniah; 
e. rnendapat rekc1rncndasi dari pirni·)inan unit 

persyaratan lain c!itentukan kcmudian. 



(2) 

a. 

b. 

c. 
d. 
e. artikel yang climuat di 
f. dosen Universitas 

g. tahun calor1 dosen Uni versitas yang 

h. lain yang ditentukan kernudian. 

4 

Persyarahm Calon Dosen yang Merniliki Kewarganegaraan Asing 

Pasal 24 

(1) Negara yang 
tidak tetap Universitas. 

(2) Persyaratan khusus ser.Jaga1 
a. diusulkan oleh ,,.,,,.,,,..,,,.,.'!'"""' . .,, ... ,, 

b. mendapat oe1·se1:unmn 
c. 
d. negara asal caldn yang 

e. 
f. 
g. 
h. 

Republik ""1.4""'""'""'" 

5 

dan zat adikti f 
y?.n 2: berlaku. 

Persyarat:m Calon Dosen yang MemHiki Kecakapan Khusus 

Pasal 25 

(I) Setiap orang khusus dan atau 
tetapi tidak mcmenuhi ""'"" •. "'"'~o/ • ...,.,.,,,.,., setJag.mrnarm dimaksud dalarn Pasal 23 
dosen tidak 

S2 

ayat ( l) di usu !kan Rcktor 
oleh pimpinan fakultas/Sekolah 

10 



Paragrnf 6 

Persyaratan Caton Tenaga KcpcndidikaCJ lh1ivcrsitas 

Pas al 

Persyaratan cal on tenaga kependidi kan yang 
ketentuan perundang-undangan berlaku. 

Pcrsyaratan calon tenaga kependidikan 
dan persyaratan khusus. 

Pasal 27 

dan tidak 

Pasal28 

PNS yang dipekerjakan mengikuti 

Univers1tas terdiri atas pcrsyaratan urnurn 

Persyaratan umum calon tenaga kependiclikan 
dalarn Pasal 27 terdiri atas: · 

dan tidak Universitas sebagaimarn.i dimaksud 

a. bertakwa kepada Tuhan Maha 
b, kepada Pancasila, Undang-Undang dan kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 
c. behat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA ); 
d. tidak sedang menjalani bukuman karena rnelakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum 

(1) 

berkewarganegaraaan Indonesia. 

29 

Persyaratan khusus calon tenaga kepcndidikan 
dimaksud Pasal 27 yang merniliki masa 

mcndapat rekomenclas! dari pimpimrn unit 
b. mengikuti 
c. persyaratan lain yang ditetltukan kcrnudian. 
Persyaratan calon kcpendidikan 
dimaksud dalam Pasal 27 yang tidak merniliki masa 
a. memiliki ijazah sekurang-kurangnya 
b. berusia paling 5 
c. persyaratan lain ditentukan ken1udian. 

dan tidak Universitas scbagairnana 
di Universit:as adalah: 

Universitas scbagaimana 
di U::frversitas adalah: 

Paragraf 7 

Seleksi Calon Pcgawai 

Pasai 30 

Seleksi untuk calon PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pcratura:n penmdang-undangan yang 
berlaktL 

Pasal 31 

Seleksi ca.Ion pegawai Ur1iversitas dilnksanakan mclalui tulis dan vvawancara. 
tulis dilaksanakan mclal ui poper based tesl (PBT) atau cmnpwer assisted test 



~-

(3) Proses seleksi 
a. seleksi arlministrasi; 
b. tes kompe.tensi dasar 
c. tes k01mpete:ns1 
cl. psikotes; 
e. wavvMcara; dan 
f. tes bterampi1an untuk dosen dan atau tes sesuai kebutuhan. 

(4) Proses se]eksi ca.km pegawai """'·"'-><.a• dirnaksud ayat (I) diatur Jebih lanjut oleh Pan[tia. 

8 

Ujim1 

Pasal 32 

( l) Materi TKD scbagaimrna dimaksud. dalam Pasa! 3 l 
Ke!)fil1!l2:S<3.:an yang meli puti : 

huruf b berkaitan dengan wawasan 

c. 
d. 

vr.u•r:.,,::>·a, peranan Indonesia daiam 
Kermu:m.Ji.m.n berbahasa indonesia secara baik dan 

(2) Materi TKB clan wawa_"lcara dimaksud dalam Pasal 31 ayat huruf c dan lmruf c 
disesuaikan kompetensi yang dituntut oleh J yang dilamar. 

(3) Materi psikotes sebagaimana cilmaksud dalam Pasal 31 huruf d 
a. umum; da.n 
b. karakteristik 

9 

Penetapan dan Pengmrwman Basil Seleksi 

Pasal 33 

(1) Panitia dan kepada Rektor. 

Pasal 34 

Pengumuman seleksi d.ilakukan secara terbuka melalui web Univc'Tsitas dan atau media 

Pengangkatan CPNS 
berlaku. 

BAB VU 

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN 

Paragraf 1 

Pengarigkatan 

Pasal 35 

ketentuan peraniran 

12 

yang 
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(2) Pelamar pegawai tetap dan tidak tetap Universitas yang 
calori pegawai tetap dan tidak Universitas oleh Rektor. 

(3) Calon pegawai tetap UniversHas s'ebagaimana dirtrnksud 
pegawai Universitas. 

ayat (2) mendapat nomor induk 

Pa~ml 36 

Pengangkatan emeritus yang berasal dari dalam maupun dari luar Universitas di\aks;:makan 
oleh Rektor sesuai ae11g2m ketentuan yang berlaku. 

_ Paragrnf 2 

Penempatan 

Pasal 37 

Calon pegawai yang telah lulus 
perencanaan 

3 

Orientnsi dan Masa Percobaan 

Cal on yang CPNS 
perundang-undangan yang berlaku. 

(I) 

(2) 

(3) 
Masa Percobaan 

tidak 
diseleriggarakan oleh Universitas. 

Pasal 39 

lulus dalam masa 

Pasal 40 

l"' 
'.) 

pad a 

kali 

formasi dan 

ketentuan 

yang 

adalah Sertifikat 1<.clulusan 

orientasi yang 



BABVIH 

SISTEM KARIR 

Paragraf] 

Pengembangai1 Karir 

Pasal 41 

(1) Pengembangan karir Universitas dilabkan melalui pendiclikan dan 
(2) Program mengacu standar sesuai 

pe1~unoairua"·Unc1a.ngirn yang 
(3) Pendidikan dan pelatihan dilakukan secarn 
(4) 

(5) 

2 

Jenjang Karir 

Jenjang karir untuk t'>t•~cr"''"l,l' 

perundang-undangan yang 

(I) Jenjang karir untuk dosen 
(2) Jenjang 

a. Penata Muda 
b. Penata 
c. Penata 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. Pembina Utama 

(3) Jenjangjabatan dosen 
a. Asisten 
b. Lektor; 
c. Le kt or 
d. Guru 

(4) 

Pasal 42 

berasal dari PNS yang 

Pasal 43 

Universitas 

Pasal 44 

(1) Dasen tetap Universitas menduduki 
SOTK UPI scbagai tambahan. 

(2) dosen Universitas dalam 
( 1} diatur lebfh lanjut dalam 

14 

dimaksud 
mempertimbangkan kua! 

mengikuti ketentuan peraturan 

dan diatur sesuai 

unit seswu 

tugas tarnbahan 
Rektor tersendiri. 



'. 
Pasal 45 

( l) Jenjang karir untuk 
strukturaL 

kependidikan tetap 

(2) Jenjang kepangkatan/golongan ruang 
dimaksud pacta--a%t (l j terdiri atas: 
a. Juru Muda ,,__,....,., ....... ::. ... , .. 
b. 
c. 
d. 
e . 
. t: 
1. 

g. 
h. 

Q}. 
J. 
k. 
L 
m. 
11. 

o. 
p. 
q. Pembina Utama ,,,.,,.~.,·~·~· 

(3) Jenjang jabatan "'"""·"'""''"JA"""' 
( 1) terdiri atas , .... .,~_. .... ,,. 

(4) Jenjangjabatan 1un.i.;snma1 
Pelaksana; 

c. Pelaksana ,,,,...,.,d.,...;.... 

d.' 
e. 
f. 
g. 
h. Ahli urn.ma. 

Universitas 

Universitas sebagaimana dimaksud 
..,., ''""""" •. "",,,.,., terten tu. 

terdiri atas: 

dimaksud terd i ri at as: 

Universitas terdiri atas: 

dalam Pasal 45 sesuai 

15 



Pa ragn1f 3 

Kcnailrnn Pangkat I ,labatan Pcgawai 

Pasal 47 

(1) Kenaikan pangkat I jabatan yang PNS dipekeijakan dan do.sen tetap 
Universitas berdasarkan angka kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undc::ngan yang herlaku. 

(2) Kenaikan pangkat / jabatan terrnga k~penclidikan bera.sa1 dari PNS yang di pekerjakan dan 
tenaga kependidikan Univer-sitas dengan ketentuan pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

Penandatangan smat keputusan kenaikan pangkat untuk pega\vai 
berikut 

Universitas diatur 

a. Rektor untuk kenaikan pangkat dan golongan 
b. Wakil Rektor untuk kcnaikan pangkat dan golongan dnn 111. 

Pnragraf 4 

Penycsuaian ljazah 

Pasnl 49 

(l) Pegawai yang berasal dari PNS yang dipekerjakan dan pegawai Universitas 
mengajukan penyesuaian ijazah. 
Penyesuaian ijazah yang dipcroleh set cl ah pcngangkatan sebagai pegawa i di lakukan 
ketentuan sebagai beri kut 
a. Pegmvai mcmiliki surat tugas/izin 
b. Lulus penyesuaian ijazah; 
c. Jabatan pegawni memerlukan pengetahuan/keahlian yang clcngan ijazah yang dipcrnleh; 
d. Paling kurang memiliki masa selama l taJiun dalam pangkat dan 

terakhir 
Penyesuaian ijazah 
ketentuan scbagai berikut: 

diperoleh sebelun1 pengangJ:atan sebagai pcgawai dilakukan 

a. Jabatan pegawai merneriukan pengctahuan/keahlian sesuai dengan yang di 
b. Paling kurang telah menduduki jabatan selarna talrnn dalam jabatan terakhir: 

Lulus penye.suaian ijawh. 

Paragraf 5 

Pcrpindahan Jalur Karir Peg:nvai 'Ietup lJniversitas 

Pasal 50 

Pegawa.i Universdas mengajukan perpindahan 
PeqJindahan dari tcnaga kepcnclidikan dirnungkinkan scpanjang 
memenuhi persyaratan dibutuhka11 oieh Universitas. 
Perpindahan karir dari kepcndidikan dimungkinka.n karena hal,·hal berikut: 
a, atas permintaan dosen yang bcrsangkutan; 
b. yang bersangkutan tidak memenuhi kualif!kasi dan atau kompetensi yang sesum 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Perpindahan karir peg;nvai Universitas diatur sesuai dengan ketentuan pen1tur;rn 
penmdang-undangan yru1g berlaku. 

16 



BAB IX 

SISTEM PENJLAIAN KJNER..JA 

U niversitas 

Pasal 51 

(1) bahan 

(2) 

Pasal 52 

Penilaian oleh atasan selaku sesuai 
ketentuan peiruntaang-·unmu yang 

2 

Penilaian Kinerja Dosen 

Pasai 53 

Paragraf 3 

Penilaian Kinerja Tenaga Kependidikan 

Pasal 54 

Unsur ..,,.,. ... H•-·~" 
a. tugas dan 

b. disiplin, 

17 



BABX 

DISIPLIN 

Pasal55 

(1) Disiplin pegawai Universitas berkaitan 
a. larangan bagi nr:.c;~~UJ~1'' 
b. pelanggaran 
c. hukuman 

(2) Disiplin 
ketentuan 

(2) Remunerasi setmg_arnnar1a 
a. 
b. 
c. remunerasi atas ,.,,.,,.,.,,...,,,.,..,., 

a. 

b. 

BAB XI 

SISTEM REMUNERASI 

Pasal 56 

ne·r?:m;va1 Universitas. 
(1) terdiri atas: 

Pasal 

I izin 

Pasal 58 

Ketentuan memg,en:a1 remunerasi ,,.,, ... ,,, .. "'""'" dimaksud dalam Pasal 
tersendiri. 

BAB Xll 

PENGHARGAAN PEG AW Ai 

Pasal 59 

(1) Pengha.rgaan dapat diberikan l'.'-'L1'WJa. 

( l ) diatur sesuai 

kecual i yang 

diatur dalam peraturnn Rektor 

a. pegawai Universitas yang memiliki luar biasa dan membawa citra baik 

b. memiliki masa · tertentu; 
c. pegawai yang rnemasuki rnasa puma bakti. 

(2) dirnaksud ayat (l) diatur sesuai ketentuan peraturnn r 

oe1mrtoang~m102mg:an yang berlaku. 
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BAB XIII 

PEGAWAI TETAP YANG DIPERBANTUKAN 

Pasal 60 

(1) Rektor dapat memberikan izb 
lain. 

diminta untuk diperbantukan di instansi 

(2) 

(3) 

BAB XIV 

CUTI PEGA WAI 

Pasal 61 

Pegawai Universitas berhak atas cuti. 

Pasa! 62 

( 1) Cuti bagi tetap terdid atas: 
a. cuti tahunan; 
b. cuti besar; 
c. cuti 
d. cuti 
e. cuti Y11'"'·r"<:1.;:i-rY1~· 

f. cuti karena alasan dcm 
g. cuti di iuar ..... ""'F>''-'"t'>""" 

(2) Cuti bagi nPC•!=!W'J.'.ll 

a. cuti 
b. cuti 
c. cuti karena alasan 
d. cuti r,.,,., • .,,,,,"""' 

(3) Dosen tidak berhak atai:; cu ti 
Cuti di luar tanggungan negara -><vvni::;.c•» 

kepada pegawai Universitas yang berasa1 dari PNS yang ctu::)cKen<a!<:e'm 

Pasal 63 

( l) hurnf f 

ayat (I) 
ketentuan 

diatur 

diberikan 

Cuti dalam Pasal 6l diberikan sesuai 
ketentuan peraturan ne1·urtcrnmz:~ur1csmgai 

Perselisihan ..... .,..,.,,,""'"'""' 
a. 
b. 
c. 

BAB XV 

PERSELISlHAN 

Pasal 64 

l9 



Pasal65 

(1) Perselisihan hak sebagaimana clrmaksud dalam 64 huruf a terjadi akibat 
perbedaan pelaksanaan atau penafsiran tcrhadap ketemuan petunclang-undang<~n. perjanjian 
dan peraturan Uni versi tas. · 

(2) Pcrsclisihan kepentingan sebagaimana climaksud dalam Pasal 64 humf b terjadi akibat tidak 
adanya kesesuaian pendapat mengcnai pernbuatan dan atau pe.rub2.han syarat-syarat yang 
ditetapkan da.lam perjanjian atau peraturan Universitas. 

(3) Perselisihan penrntusan hubungan sebagairnana di1i1aksud ds.larn Pasal 64 huruf c 1 

akibat tidak adanya kesesuaian pcndapat mengenal pengakhiran hubungan yang dilakukan 
oleh salah satu pihak. 

Penyelesaian perselisihan hubungan sebagaiaman dirnaksud dalam Pasal 64 dilakukan 
melalui musya\·varah mufakat arbitrase. dan atau pcngadilan sesuai cengan pcraturan 
undangan yang berlaku. 

BAB XVI 

PEMUTUSAN HUBlJNGAN KER,JA ATAU PEMBERHENTlAN UNIVEHSlTAS 

Pasal 67 

(1) Pemberhentian pegawai Universitas yang berasal dari PNS yang dipeke~jakan diatur sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Pemberhenfam pega\vai dan tidak Univcrsitas dilaku_<an apabila: 
a. pegawai Universita.s meninggal 

telah habis masa perjanj ian 
c. telah memasuki batas usia pensiun pegawai Universitas; 
d. mengajukan berhenti atas perrnintaan sendiri secara tertulis-; 
e. tidak rnampu melakukan peker:iaan karena gangguan kesehat:an/sakit yang tidak mungkin 

clisembuhkan berdasarkan keterangan 
f. tidak. rnelakukan pekerjaannya serta menunjukkan kinerja yang tidak ba!k 

berdasarkan peni laian atasan 
g. dijatuhi hukurnan di::iiplin tingkat bera1 karena pclang.,.1?,aran kode etik/peraturnn clisiplin: 
h. clijatuhi hukuman penjara paling singkat 2 tahun oleh pengadilan yang telah rncinpunyai 

kekuatan hukum dan/atau 
perampingan pegawai karena reorganisasi kelcmbagaan. 

Pasal68 

Pemberhentian pegawai sebagaimana dimnksud dalam Pa~ml 
peraturan Rektor tersendiri. 

XVII 

diatur lebih 

PEMBERDA Y AAN PEGA \VAI UNIVERSlTAS PlJRNA BAKTI 

(l) Pegaw<.ii Universitas puma bakti diangkat kembali sebagai peg,awai tidak 
b~rdasarkan kebutuhan Universitas. 
Pengangkatan kernbali pegm;vni Universitas purna bakri sebagairnana dimaksud 
dilakukan dengan ketentuan: 
a. kependidikan sarnpa! dengan sct.inggi-tingginya 63 
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dalam 

Universitas 

aym (I) 



b. bagi dosen bukan guru besarberusia sampai ... ,. ... ,,"'·""" 
c. bagi dosen guru besar emeritus berusia sampai 80 tahun. 

BAB XVH 

SISTEM INFORMASl KEPEGA WAlAN 

Pasal 70 

Universitas 
meningkatkan perurem ua.an 

BAB XIX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7l 

( 1) Semua petaturan yang berkaitan dengan sistem pengelo1aa11 pegawai Universitas, tetap berlaku 
sepanjang tidak peraturan ini. 

(2) Pegawai yang berasal dari PNS yang terikat oleh Peraturan 
berlaku. 

Rektor ini berlaku, di!akukan 

Universitas a:tau berdasarkc:_n 
yang diatur dalam Peraturan Rektor ini. 

Peraturan Rektor ini, unit mengangbt '"'"''"'"' 0 di luar 
dalam Peraturan Rektor hri. 

BAB XX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 72 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor 
tersendiri. 

lebih lanjut dengan peraturan 

Pasa) 73 

Peraturan Rektor ini mulai 

: 30 November 2015 
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